RANCANGAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG

PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

	Menimbang
	:
	a. bahwa keterbukaan informasi publik ditujukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan pembangunan serta pelayanan publik;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya seleksi anggota Komisi Informasi Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme seleksi anggota Komisi Informasi Daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodir kebutuhan hukum daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Keanggotaan KID ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Anggota KID berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah dan  4  (empat)  orang unsur Masyarakat.

(3) Dihapus.
(4) Anggota KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Seleksi calon anggota KID dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah dilakukan oleh Tim seleksi.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Tim seleksi mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) nama calon anggota KID kepada Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Gubernur mengumumkan nama calon anggota KID dari unsur masyarakat dan unsur  pemerintah  sebelum  diajukan ke DPRD.
(2) Nama calon anggota KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencerminkan unsur pemerintah paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah nama calon yang akan diajukan.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Gubernur mengajukan nama calon anggota KID  ke                     DPRD.
(2) DPRD memilih calon anggota KID melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

(3) DPRD mengumumkan secara terbuka hasil uji kepatutan dan kelayakan yang disusun berdasarkan peringkat.

(4) Anggota KID yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.








Ditetapkan di Yogyakarta








pada tanggal …

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

RADEN KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR …

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( ..., .../ ...)

	PARAF HARMONISASI


	Instansi
	Paraf

	Tanggal

	Kanwil Kemenkumham DIY

	
	

	Biro Hukum Setda DIY

	
	

	Dinas Kominfo DIY
	
	

	Komisi Informasi DIY

	
	


PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR …  TAHUN …

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong semakin terimplementasikannya keterbukaan informasi publik di DIY, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan dan kejujuran dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran. Peraturan Daerah ini menjadi sebuah regulasi yang menjamin hak akses masyarakat terhadap informasi publik. 

Dalam perkembangannya ditemukan potensi masalah/kendala terkait seleksi calon anggota KID, yakni yang berhubungan dengan calon anggota KID dari unsur pemerintah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 mengatur bahwa calon anggota KID dari unsur pemerintah merupakan aparatur sipil negara.  Hal ini sejalan dengan pemahaman Pemerintah Daerah bahwa selama ini calon anggota KID dari unsur pemerintah adalah aparatur sipil negara aktif. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi turunannya tidak secara spesifik menyebut unsur pemerintah harus aparatur sipil negara aktif. Sedangkan dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa pegawai negeri sipil yang menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural harus diberhentikan sementara.  Selanjutnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil lebih lanjut diatur bahwa kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan sebagai pegawai negeri sipil dan masa pengabdiannya selama menjadi komisioner tidak dihitung sebagai masa kerja pegawai negeri sipil. Memperhatikan beratnya konsekuensi yang diterima oleh aparatur sipil negara yang menjadi komisioner KID maka akan sulit mencari aparatur sipil negara yang bersedia menjadi anggota KID. 

Berdasarkan pada persoalan tersebut, maka terkait dengan seleksi calon anggota KID dari unsur Pemerintah perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi. 
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I



Angka 1



Pasal 16

Cukup Jelas.



Pasal 17





Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “tim seleksi” terdiri dari Dinas Kominfo, Akademisi, Lembaga Non Pemerintah, dan Komisi Informasi Pusat. 

Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Pasal 18





Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR …
